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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kondisi hutan dan kondisi 
masyarakat di Riau akibat bencana kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap tahunnya yang 
terdapat di dalam cerpen “Bulan Kabut” karya M. Badri dan “Sengketa Tanah Ulayat” karya 
Sy Bahri Judin. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
sosiologi sastra. Data-data yang terdapat di dalam cerpen dan yang ditemukan di dalam 
masyarakat dideskripsikan kemudian dianalisis. Dari analisis kedua cerpen tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kedua cerpen M. Badri dan Sy Bahri Judin menggambarkan secara nyata 
kondisi hutan dan kondisi masyarakat yang ada di Riau. Masyarakat harus kehilangan hutan, 
tanah ulayat, sekaligus mendapatkan dampak negatif dari kebakaran hutan yang telah 
menjadi siklus tahunan di Riau. Kedua cerpen ini sekaligus ingin menyampaikan kritik 
terhadap pemerintah dan perusahaan perkebunan yang dianggap bertanggung jawab terhadap 
kebakaran hutan dan pengambilalihan tanah ulayat dari masyarakat Riau. 
Kata kunci: cerpen, hutan di Riau, sosiologi sastra 
 
Abstract: The research aims to uncover condition of forest and community in Riau caused by 
annual forest fires disaster found in short stories of M. Badri’s “Bulan Kabut” and Sy. Bahri 
Judin’s “Sengketa Tanah Ulayat”.  It is a descriptive qualitative research applying socio-
literary approach. The data taken in the short stories and community were described and 
analyzed. Based on the analysis of the two short stories, it can be concluded that both of M. 
Badri’s and Sy.Bahri Judin’s short stories describe the real condition of forest and 
community in Riau. The community has lost the  forest as well as communal reserved land 
and obtained negative impact of annual forest fires in Riau. Both short stories are intended 
to criticize government and plantation companies  that are regarded to be responsible for 
forest fires and taking over communal reserved land from Riau community. 
Key words: short story, forest in Riau, socio-literary 
 
1. PENDAHULUAN 
Karya sastra diciptakan 
pengarang sebagai hasil imajinasi, 
perenungan, dan pemikiran serta 
refleksi pengarang terhadap gejala-
gejala sosial yang ada di masyarakat. 
Pengarang dalam menciptakan karya 
sastra dipengaruhi oleh pikiran, adat 
kebiasaan, peristiwa besar yang 
terjadi serta ketimpangan yang ada di 
masyarakat. Hasil ciptaan itu bisa 
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merupakan pemotretan atas gejala 
sosial yang ada, protes sosial, 
maupun alternatif pemecahan 
masalah. 
Keterkaitan sastra dalam 
kehidupan sosial menurut Atmazaki 
(2005:64), pengarang dalam 
menciptakan karya sastra tidak dapat 
semena-mena menjiplak kenyataan, 
melainkan merupakan suatu upaya 
proses kreatif yang berpangkal pada 
kenyataan. Karya sastra memang 
fiktif, tetapi tetap bertolak pada 
kenyataan. Sebaliknya, tidak ada 
karya sastra yang sepenuhnya meniru 
kenyataan, tetapi tidak ada juga yang 
sepenuhnya fiktif. Apabila karya 
sastra sepenuhnya kenyataan, maka 
karya tersebut akan berubah menjadi 
sejarah, dan apabila sepenuhnya 
fiktif, tidak akan ada seorang pun 
yang dapat memahaminya. Oleh 
sebab itu, keterpaduan antara 
mimesis dan kreativitas pengarang 
dalam menciptakan karya sastra 
sangat menentukan keberhasilan 
sebuah karya sastra. Dari pendapat di 
atas, jelas keterkaitan konteks sosial 
dalam realitas objektif dengan proses 
penciptaan karya sastra sebagai 
sebuah realitas imajinatif (Idal, 
2011:37). 
Wellek (1989:109) mengatakan 
bahwa sastrawan dipengaruhi dan 
memengaruhi masyarakat: seni tidak 
hanya meniru kehidupan, tetapi juga 
membentuknya. Ada hubungan 
timbal balik antara karya sastra dan 
masyarakat. Akan tetapi dalam 
penelitian ini hanya akan dilihat 
bahwa karya sastra dipengaruhi oleh 
kehidupan masyarakat di tempat 
karya tersebut lahir. 
Selanjutnya, bertolak dari frasa 
De Bonald dalam Wellek (1989:99) 
bahwa  sastra adalah ungkapan 
perasaan masyarakat, cerpen  “Bulan 
Kabut” karya M. Badri dan “Sengketa 
Tanah Ulayat” karya Sy Bahri Judin  
merupakan ungkapan kekecewaan, 
kegetiran dan kesedihan masyarakat 
Riau terhadap kondisi tanah dan 
hutan mereka. Tanah dan hutan yang 
ada di Riau tidak lagi menjadi milik 
masyarakat Melayu Riau. Hutan 
belantara yang menjadi sumber mata 
pencaharian bagi masyarakatnya 
hampir musnah berganti menjadi 
hutan produksi, seperti lahan 
perkebunan sawit. 
Berdasarkan uraian di atas tujuan 
penelitian adalah untuk 
mengungkapkan kondisi hutan dan 
masyarakat Melayu Riau yang 
terdapat di dalam kedua cerpen 
tersebut. Kondisi tanah, hutan dan 
masyarakat Melayu di Riau yang 
diceritakan dalam kedua cerpen 
tersebut memang menggambarkan  
keadaan dan kondisi masyarakat 
Melayu di Riau yang sebenarnya, 
tentu dibutuhkan juga beberapa data 
tentang kondisi tanah, hutan, dan 
masyarakat Melayu di Riau saat ini. 
Data tentang hal ini akan diambil dari 
berita-berita dan tulisan-tulisan yang 
terdapat di media cetak terbitan Riau 
dan media-media daring. 
Dengan melihat fakta yang ada 
pada masyarakat Melayu Riau (dari 
beberapa kutipan berita di media 
massa) dan melihat gambaran 
masyarakat Melayu Riau yang 
diungkapkan di dalam kedua cerpen 
tersebut, maka akan diperoleh bukti 
apakah kedua cerpen yang dianalisis 
mengungkapkan kondisi masyarakat 
Melayu Riau yang sebenarnya atau 
sebaliknya, tidak mengungkapkan 
kondisi masyarakat Melayu Riau 
seperti fakta dan kenyataan yang ada.  
Untuk itu, kedua cerpen yang 
diambil dari Kumpulan Cerpen 100 
Tahun Cerpen Riau ini perlu dianalisis 
dengan menggunakan langkah-
langkah yang terdapat di dalam 
metodologi penelitian. 
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Penelitian tentang sosiologi 
masyarakat dengan tema hutan 
pernah dilakukan oleh Putri (2016:65-
73) yang berjudul “Kritik Sosial Suku 
Dayak Benuaq dalam Novel Api Awan 
Asap Karya Korrie Layun Rampan 
(Tinjauan Sosiologi Marxis).” 
Penelitian ini mendeskripsikan novel 
Api Awan Asap karya Korrie Layun 
Rampan ditinjau dari (1) protes sosial, 
(2) realisme sosial. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya protes 
sosial yang ditujukan kepada 
masyarakat yang tidak mengetahui 
tradisi berhuma suku Dayak Benuaq; 
perusakan pertambangan; perusakan 
perkebunan, HPH, dan HTI; 
perusakan kelapa sawit; tebu dan 
coklat; kepada konglomerat; 
perusahaan penambangan emas dan 
batu bara. Bentuk realisme sosial 
menggambarkan masyarakat suku 
Dayak Benuaq yang dituduh sebagai 
perusak alam; kerusakan lingkungan 
pada wilayah yang didiami oleh suku 
Dayak Benuaq; ketidaktahuan 
masyarakat mengenai hukum dan 
kepemilikan tanah; dan ketidaksiapan 
mental secara finansial masyarakat. 
Nurcahyani (2014:154) 
mengangkat Potret Ketertindasan 
Rakyat dalam Novel Nyanyian 
Kemarau Karya Hary B. Kori’un. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa 
novel Nyanyian Kemarau mengandung 
kritik sosial terhadap pemerintah 
yang harus bertanggung jawab atas 
kesengsaraan dan kemiskinan 
masyarakat Riau. Masalah sosial yang 
diungkapkan di dalam novel tersebut 
merupakan upaya penulis untuk 
membuka mata dan menumbuhkan 
kesadaran pembaca atas kondisi 
masyarakat Riau. 
Sementara penelitian ini 
merupakan perpaduan kedua 
penelitian tersebut. Penelitian ini 
berusaha untuk mengungkapkan 
kondisi hutan di Riau sekaligus 
kondisi masyarakat Riau akibat 
kebakaran hutan dan pengambil 
alihan tanah ulayat oleh pihak 
perusahaan perkebunan yang 
beroperasi di Riau. Kedua cerpen 
tersebut berisi kritik sosial terhadap 
pemerintah dan perusahaan 
perkebunan atas kondisi hutan dan 
kondisi masyarakat yang ada di Riau.  
Hal tersebut, sejalan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Rene 
dan Austin Warren dalam Ratna 
(2012:41) menjelaskan tentang 
relevansi analisis aspek ekstrinsik 
karya sastra, konsep-konsep 
sosiologi sastra telah memberikan 
kemungkinan untuk memahami 
karya sastra sebagai salah satu 
gejala kehidupan dengan lebih baik. 
Karya sastra pada akhirnya bukan 
hanya merupakan hasil renungan 
kosong, lebih daripada itu, karya 
sastra menunjukkan situasi sosial 
pada suatu zaman.   
Ratna (2012:332) mengungkapkan 
bahwa ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan mengapa sastra 
memiliki kaitan erat dengan 
masyarakat dan dengan demikian 
harus diteliti dalam kaitannya dengan 
masyarakat, sebab: 1) karya sastra 
ditulis oleh pengarang, diceritakan 
oleh tukang cerita, disalin oleh 
penyalin, sedangkan ketiga subjek 
tersebut adalah anggota masyarakat, 
2) Karya sastra hidup dalam 
masyarakat, menyerap aspek-aspek 
kehidupan yang terjadi dalam 
masyarakat, yang pada gilirannya 
juga difungsikan oleh masyarakat, 3) 
Medium karya sastra, baik lisan 
maupun tulisan, dipinjam melalui 
kompetensi masyarakat, yang dengan 
sendirinya telah mengandung 
masalah kemasyarakatan, 4) Berbeda 
dengan ilmu pengetahuan, agama, 
adat istiadat, dan tradisi yang lain, 
dalam karya sastra terkandung 
estetika, etika, bahkan juga logika. 
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Masyarakat jelas sangat 
berkepentingan terhadap ketiga aspek 
tersebut, terakhir 5) Sama dengan 
masyarakat, karya sastra adalah 
hakikat intersubjektivitas, masyarakat 
menemukan citra dirinya dalam suatu 
karya. 
Sementara Endaswara (2013:78) 
berpendapat bahwa sosiologi sastra 
merupakan dua bidang ilmu yang 
memiliki keterkaitan satu sama lain. 
Dalam kaitan ini sastra merupakan 
sebuah refleksi lingkungan sosial 
budaya yang merupakan suatu tes 
dialektika antara pengarang dengan 
situasi sosial yang membentuknya, 
yang kemudian dikembangkan 
menjadi sebuah karya sastra. Hal ini 
menunjukkan bahwa lahirnya suatu 
karya sastra berkaitan dengan situasi 
di masyarakat. 
Masih menurut Endaswara 
(2013:80) sosiologi sastra dapat diteliti 
melalui tiga perspektif. Pertama 
perspektif teks sastra, artinya peneliti 
menganalisis sebagai sebuah refleksi 
kehidupan masyarakat dan 
sebaliknya, kedua perspektif biografis 
yaitu peneliti menganalisis 
pengarang, dan ketiga perspektif 
reseptif, yaitu peneliti menganalisis 
penerimaan masyarakat terhadap teks 
sastra.  
Perspektif yang digunakan pada 
penelitian ini adalah perspektif teks 
sastra, yaitu dengan cara 
menganalisis teks karya sastra, 
mengklasifikasi, kemudian 
menjelaskan makna sosiologinya. 
Aspek yang dianalisis adalah 
sosiologi sastranya, yakni yang 
menganggap sastra adalah cerminan 
dari suatu masyarakat. Artinya, karya 
sastra yang merupakan hasil  karya 
sastrawan yang hidup di masyarakat,, 
melukiskan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi dalam masyarakat. Melalui 
karya sastra dapat dilihat keadaan 
dan kondisi masyarakat yang 
tergambar dalam karya sastra 
tersebut. 
Melalui pendekatan sosiologi 
sastra akan diketahui sikap 
pengarang terhadap permasalahan 
yang terjadi dalam suatu kurun 
waktu tertentu. Dengan sosiologi 
sastra menurut Sumardjo dalam 
Retnasih (2014:13). juga akan terlihat 
reaksi-reaksi pengarang terhadap 
suatu kondisi masyarakatnya Oleh 
sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 
sosiologi sastra adalah suatu bidang 
ilmu yang mengemukakan hubungan 
antara masyarakat dengan suatu 
karya sastra. Dengan demikian karya 
sastra dapat meningkatkan 
pemahaman pembaca terhadap 
situasi kemasyarakatan yang 
melatarbelakangi lahirnya karya 
sastra tersebut. 
Kedua cerpen yang dianalisis 
dalam penelitian ini sama-sama 
mengangkat tema tentang hutan di 
Riau. Baik itu menyangkut kebakaran 
hutan, latar belakang terjadinya 
kebakaran tersebut, dan kondisi 
masyarakat atas kepemilikan tanah 
ulayat yang diambil alih oleh 
perusahaan perkebunan yang 
beroperasi di Riau.  
Hutan merupakan paru-paru 
bumi tempat berbagai satwa hidup, 
pohon-pohon, hasil tambang dan 
sumber daya alam lainnya yang 
sangat berharga dan tak ternilai 
harganya. Hutan juga merupakan 
sumber daya alam yang memberikan 
manfaat besar bagi kesejahteraan 
manusia, baik manfaat yang 
dirasakan secara langsung, maupun 
yang dirasakan secara tidak langsung. 
Manfaat langsung seperti penyediaan 
kayu, satwa, dan hasil tambang. 
Sedangkan manfaat tidak langsung 
seperti manfaat rekreasi, 
perlindungan, dan pengaturan tata 
air, serta pencegahan erosi. Hutan 
adalah salah satu sistem penyangga 
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kehidupan, kemakmuran rakyat, 
sumber plasma nutfah, ekosistem, 
serta habitat flora dan fauna.  
Hutan secara konsepsional 
yuridis dirumuskan di dalam pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang nomor 41 
tahun 1999 tentang kehutanan. 
Menurut Undang-Undang tersebut 
hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungan, yang 
satu dengan yang lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 
Hutan memegang peranan 
penting dalam kehidupan 
masyarakat. Salah satunya adalah 
dapat meningkatkan ekonomi 
masyarakat. Peranan hutan dalam 
rangka peningkatan ekonomi 
masyarakat direalisasikan dalam 
bentuk; (1) Hutan Kemasyarakatan. 
Berdasarkan keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan nomor 
677/Kpts-11/1998, hutan 
kemasyarakatan adalah hutan Negara 
yang dicadangkan atau ditetapkan 
oleh menteri untuk dikelola oleh 
masyarakat yang tinggal di dalam 
dan sekitar hutan dengan tujuan 
pemanfaatan hutan secara lestari 
sesuai dengan fungsinya 
menitikberatkan kepentingan dan 
kesejahteraan masyarakat; (2) Hutan 
rakyat adalah hutan yang tumbuh di 
atas tanah milik dengan luas minimal 
0,25 Ha. Penanaman pepohonan di 
tanah milik masyarakat oleh 
pemiliknya, merupakan salah satu 
butir kearifan masyarakat dalam 
rangka memenuhi berbagai 
kebutuhan hidupnya. Dengan 
semakin terbatasnya kepemilikan 
tanah, peran hutan rakyat bagi 
kesejahteraan masyarakat semakin 
penting (Rahmawati, 2004). 
 
2. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analisis. Metode 
ini dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan fakta-fakta yang 
kemudian disusul dengan analisis. 
Melalui metode ini, mula-mula data 
dideskripsikan, dengan maksud 
untuk menemukan unsur-unsurnya, 
kemudian dianalisis (Ratna, 2012:53). 
Cara kerja metode deskripsi analisis 
tidak sekadar menguraikan fakta-
fakta, melainkan juga memberikan 
pemahaman dan penjelasan. Data 
yang terdapat di dalam cerpen dan 
yang ditemukan di dalam 
masyarakat dideskripsikan 
kemudian dianalisis dengan cara 
memberikan pemahaman. Sehingga 
diperoleh gambaran tentang isi 
cerpen yang ingin disampaikan 
penyair.  
Sementara pendekatan yang 
digunakan di dalam penelitian ini 
adalah pendekatan sosiologi sastra. 
Pendekatan sosiologis bertolak dari 
asumsi bahwa sastra merupakan 
cerminan kehidupan masyarakat 
dan segi sosial budaya menelaah 
kenyataan sosial budaya suatu 
masyarakat. Pendekatan sosiologi 
atau pendekatan ekstrinsik biasanya 
mempermasalahkan sesuatu di 
seputar sastra dan masyarakat.  
 
3. PEMBAHASAN 
Kedua cerpen, “Bulan Kabut” 
dan “Sengketa Tanah Ulayat” 
bercerita tentang perjuangan 
masyarakat Melayu Riau dalam 
mempertahankan tanah dan hutan 
mereka. Semua komponen 
masyarakat di kampung tersebut ikut 
berjuang demi mempertahankan 
tanah dan hutan mereka. Sebab tanah 
dan hutan adalah sumber kehidupan 
bagi mereka. Akan tetapi, mereka 
harus menyerah pada penguasa yang 
lebih kuat.  
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Riau merupakan daerah yang 
memiliki kawasan hutan terluas di 
Indonesia. Hutan menjadi salah satu 
kekayaan bagi negeri Melayu Riau. 
Hutan juga menjadi salah satu 
sumber mata pencaharian bagi 
penduduk negeri ini. Akan tetapi, 
sejak 10 tahun terakhir ini, luas 
wilayah hutan di Riau berkurang 
secara drastis. Hal ini disebabkan 
karena penebangan hutan secara liar 
dan pembakaran hutan secara 
semena-mena. Kebakaran hutan telah 
menjadi bencana tahunan di Riau. 
Kebakaran biasanya terjadi pada 
setiap musim kemarau tiba.  
 
Kamu bercerita, sudah berbilang 
pekan dilanda kemarau. Padang 
ilalang terlihat mengering. 
Seirama dengan ladang palawija 
yang terus meranggas. 
Menyisakan tanah gersang. 
Angin kering terus bertiup 
mengabarkan waspada. Sebab api 
bisa datang tiba-tiba.  
“Setiap tahun selalu terjadi 
kebakaran hutan dan lahan, 
Bang. Apalagi kalau musim 
kemarau. Kami harus siap-siap 
mengungsi ke dalam rimba, 
mendekat ke sungai dan rawa-
rawa.”(Badri, 2014:369). 
 
M. Badri menggambarkan 
kondisi kampung Rimba Melintang 
yang sedang dilanda kemarau 
panjang. Kemarau bagi penduduk 
kampung adalah pertanda bencana 
kebakaran hutan akan segera tiba, 
menghanguskan hutan-hutan di 
kampung mereka. Menyisakan asap 
dan abu. Dikatakan oleh Sahra, 
seorang gadis kampung yang 
berparas elok, bahwa setiap tahun 
kebakaran hutan selalu melanda 
kampung mereka. Lalu siang dan 
malam kabut asap pun menjadi teman 
tidur dan keseharian mereka di 
kampung terpencil ini. 
Tidak berbeda dengan yang 
diungkapkan M. Badri di dalam 
cerpennya tersebut, Sumanda 
(2003:92-97) juga mengatakan bahwa 
sejak tahun 1995-an, industri kayu 
dan perkebunan di Riau mulai 
menggeliat dan mempraktikkan 
budaya tebang dan bakar, yang 
akhirnya menjadi ritme keseharian 
industri kehutanan di Riau. 
Pembakaran hutan dan lahan adalah 
dosa turunan sejak terjadinya 
eksploitasi hutan secara masif di Riau 
sejak tahun  1980-an. 
 Kebakaran hutan terbesar 
menurut Darjono, Bapedal Provinsi 
Riau (Sumanda, 2003:92-97) terjadi 
pada tahun 1997-1998 dengan faktor 
pendukung kemarau panjang akibat 
perubahan iklim global El Nino. 
Selanjutnya kebakaran hutan selalu 
terjadi setiap tahunnya.  
Sementara menurut Yuliani 
(2011:2) pemanfaatan lahan gambut 
dan hutan untuk pengembangan batu 
bara, pembukaan lahan untuk 
perkebunan dan pertanian, serta 
aktivitas pembalakan (logging) 
diindetifikasikan sebagai kegiatan 
yang rawan kebakaran. Kebakaran 
hutan atau lahan tidak saja dapat 
terjadi secara alamiah, tetapi dapat 
juga disebabkan oleh pembakaran 
yang tidak mengindahkan prosedur, 
sehingga luasan kebakaran menjadi 
tidak terkontrol. Kebakaran hutan di 
Riau menurut data yang dihimpun 
oleh Yuliani (2011:2) berawal dari 
tahun 1997. 
Kebakaran hutan tentu tidak 
hanya berdampak pada pohon-pohon 
dan belantara yang terdapat di hutan 
tersebut. Akan tetapi, juga berdampak 
pada hewan-hewan yang tinggal dan 
hidup di hutan. Mereka kehilangan 
tempat berteduh, mereka kehilangan 
tempat tinggal. Tidak hanya itu, 
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keberadaan mereka juga terancam 
karena ulah dan keserakahan 
manusia. Hewan-hewan tersebut 
diburu, dibunuh, untuk 
diperjualbelikan. Seperti terlihat pada 
kutipan cerpen di bawah ini. 
 
Samar-samar kami mendengar 
auman tertahan. Kamera infra 
merah menangkap gerakan 
tertatih dari kejauhan. Bukan 
langkah perkasa si raja hutan. 
Tapi gerakan penuh kesakitan. 
Sorot matanya tidak tajam. Tapi 
menyiratkan kepasrahan. Kami 
terus mengamati langkahnya. 
Aumannya lebih menyerupai 
rintihan. Tubuhnya kurus. 
Tingginya tidak sampai setengah 
meter. 
“Kata para aktivis lingkungan 
yang pernah ke sini, Datuk  sering 
menyerang manusia karena 
kelaparan. Hutan-hutan sudah 
ditebangi perusahaan. Kawanan 
mereka juga diburu. Dibunuh. 
Bagian-bagian tubuhnya 
diperjualbelikan.” (Badri, 
2014:371) 
 
Dari kutipan di atas terlihat jika 
M. Badri ingin mengungkapkan 
dampak kebakaran hutan tidak hanya 
sebatas kabut asap. Akan tetapi, lebih 
dari itu adalah terhadap hewan-
hewan yang hidup di hutan tersebut. 
Mereka kehilangan tempat bernaung. 
Kutipan tersebut juga menyiratkan 
sebuah protes dan kritikan terhadap 
perusahaan dan masyarakat yang 
telah berlaku tidak adil terhadap 
hutan dan hewan-hewan yang tinggal 
di dalamnya.  
Kebakaran hutan yang terjadi 
setiap tahunnya di Riau merupakan 
bencana tahunan yang harus dihadapi 
oleh masyarakat Riau. Kebakaran 
hutan mengakibatkan bencana asap 
yang berdampak buruk bagi 
kesehatan masyarakat. Berbagai 
penyakit yang berhubungan dengan 
pernapasan menyerang anak-anak, 
ibu-ibu, dan para lansia.  
  
Benar katamu. Kemarau, 
kebakaran dan kabut asap 
menjadi siklus tahunan. Aku 
akan terkurung di sini berhari-
hari. Sampai api yang melalap  
padang ilalang dan ladang-
ladang kosong itu berhenti 
mengamuk. Meninggalkan jelaga 
dan abu. Untungnya antara hutan 
dan ratusan  hektar padang 
ilalang sudah dibatasi parit-parit 
besar. Hingga api tak sampai 
menjalar. Kalau itu terjadi, habis 
sudah (Badri, 2014:372). 
 
M. Badri kembali 
menggambarkan kondisi kebakaran 
hutan di Riau dengan begitu nyata. 
Seperti yang dikatakan oleh Mochtar 
Lubis (Nurcahyani, 2014:156), bahwa 
sastra yang baik selalu merupakan 
cermin masyarakat. Sastra memang 
bukan tulisan sejarah, akan tetapi 
sastrawan yang baik akan selalu 
berhasil melukiskan dan 
mencerminkan zaman dan 
masyarakatnya. Sastrawan yang baik 
akan dapat menampilkan 
pengalaman manusia dalam situasi 
dan kondisi yang berlaku dalam 
masyarakatnya. 
Apa yang diungkapkan oleh M. 
Badri di dalam cerpennya, tidak jauh 
berbeda dengan yang diungkapkan 
oleh Direktur Pengendalian Hutan 
dan Lahan Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup, Rafles 
Brotestes Panjaitan bahwa siklus 
bencana kebakaran hutan selalu 
terjadi sejak 17 tahun dan tidak bisa 
dicegah. Kebakaran hutan tersebut 
menurut Panjaitan terjadi, 99% 
disebabkan oleh manusia, yakni oleh 
pelaku usaha. Kondisi kemarau yang 
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menyebabkan kekeringan dan 
dimanfaatkan untuk membakar hutan 
karena dianggap lebih cepat untuk 
mengelola hutan (Tribun, 2015). 
Kabut asap yang melanda Riau 
dan beberapa daerah di Sumatra juga 
berdampak pada penerbangan. 
Banyak maskapai penerbangan yang 
mengalami keterlambatan 
penerbangan bahkan batal terbang. 
Selain itu, dampak kabut asap yang 
paling memprihatinkan adalah pada 
proses belajar mengajar. Kegiatan 
belajar mengajar diliburkan selama 
berminggu-minggu karena bencana 
kabut asap. Hal ini tentu berdampak 
negatif kepada anak didik yang 
membutuhkan pendidikan dan 
pengajaran formal di sekolah-sekolah. 
Kutipan di bawah ini menunjukkan 
dampak dari kebakaran hutan dan 
bencana kabut asap di Riau. 
  
Ruang tunggu bandar udara 
paling sibuk itu disesaki 
penumpang. Beberapa maskapai 
penerbangan tujuan Sumatra, 
Malaysia dan Singapura 
mengalami keterlambatan. 
Bahkan ada yang batal terbang. 
Sebab kabut asap semakin pekat. 
Jarak pandang semakin tidak 
bersahabat. Tayangan televisi 
memperlihatkan beberapa kota 
besar nyaris seperti kota mati. 
Tak ada kesibukan dan 
keramaian (Badri, 2014:373). 
 
M. Badri pada kutipan di atas 
menggambarkan situasi dan kondisi 
di beberapa kota besar di Indonesia 
yang terkena dampak kebakaran 
hutan di Riau dan beberapa daerah 
lain di sumatera. Kebakaran hutan 
yang meluas di sebagian wilayah 
sumatera, terutama Riau telah 
menyebabkan kabut asap yang cukup 
tebal di Provinsi Riau dan beberapa 
provinsi lainnya. Dikatakan oleh M. 
Badri, jika kota-kota besar seperti kota 
mati karena tidak ada kesibukan dan 
aktivitas dari warga masyarakatnya. 
Pembukaan lahan dengan cara 
membakar hutan menjadi pilihan bagi 
perusahaan-perusahaan perkebunan 
karena cara tersebut dianggap paling 
mudah, murah, dan prosesnya cepat. 
Perusahaan perkebunan pada 
umumnya mengabaikan masalah 
dampak dari pembakaran hutan 
tersebut. Sejak awal kebakaran hutan 
terjadi, dan menjadi siklus tahunan di 
Riau, maka masalah bencana asap 
pun menjadi siklus tahunan di Riau.  
Sementara harian Sindo News 
pada tanggal 18 Maret 2014 
memberikan analisis Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (pada saat 
tersebut masih menjabat sebagai 
Presiden RI), terkait penyebab kabut 
asap  yang terjadi di Riau adalah: (1) 
cuaca yang ekstrem, (2) lahan gambut 
yang mudah terbakar, (3) cara 
bercocok tanam penduduk dengan 
cara membakar, (4) tindakan 
membakar secara meluas bermotifkan 
finansial, (5) tidak optimalnya 
pencegahan oleh aparat di tingkat 
bawah, (6) kurang cepat dan 
efektifnya pemadaman api, dan (7) 
penegakan hukum yang tidak bisa 
menyentuh master-mind pembakaran 
(Putri, 2014:2). 
Selain masalah bencana asap 
yang sangat merugikan kesehatan 
masyarakat di Riau dan wilayah 
sekitarnya, pembakaran hutan juga 
berdampak pada ekonomi 
masyarakat setempat. Masyarakat 
yang hidupnya menggantungkan diri 
dari lahan hutan (yang merupakan 
tanah ulayat bagi mereka) kehilangan 
mata pencaharian. Tanah ulayat 
tersebut dimanfaatkan oleh warga 
untuk berladang sosok (pola 
penanaman dengan tanaman yang 
berbeda dalam setiap musim. Tanah 
yang diambil alih oleh perusahaan-
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perusahaan perkebunan dan kayu, 
sebagian besar adalah tanah yang 
sedang dimanfaatkan oleh 
masyarakat setempat. 
Masyarakat Riau tidak hanya 
kehilangan hutan dan rimba 
belantaranya setiap tahunnya. Akan 
tetapi mereka juga kehilangan tanah-
tanah ulayat peninggalan nenek 
moyang mereka. Para penguasa dan 
pengusaha telah membeli tanah-tanah 
ulayat tersebut dengan harga yang 
sangat murah. Lalu hutan rimba dan 
tanah-tanah milik penduduk pun 
menjadi hamparan tanaman sawit 
milik para penguasa dan pengusaha. 
Kondisi masyarakat pedalaman Riau 
tersebut dapat kita lihat dari kutipan 
cerpen berikut ini. 
  
“Dahulu, dengan tulang dua 
kerat serta akal, orang tua kita 
bisa hidup. Kenapa? Karena ada 
tanah. Ke sungai ada ikan, ke 
darat ada hutan. Di sanalah 
tersedia sumber daya alam yang 
berguna untuk hidup, asal kita 
mau mempergunakan anggota 
badan dan akal kita.Tetapi 
sekarang? Sungai sudah 
kehabisan ikan terkena limbah. 
Hutan habis jadi milik pengusaha 
HPH atau pengusaha perkebunan 
sawit. Untuk bercocok tanam, 
atau pengusaha perkebunan 
sawit. Untuk bercocok tanam, 
irigasi yang dibangun separuh 
jadi. Dapat dibayangkan 
bagaimana nasib anak cucu kita 
kelak, bila tanah yang ada 
sekarang tidak dipertahankan,” 
katanya (Judin, 2014:593). 
 
Dari kutipan di atas terlihat 
bahwa perusahaan-perusahaan yang 
ada di Riau mengambil semua tanah 
milik masyarakat. Tanah yang akan 
diwariskan untuk anak cucu mereka 
pun harus dilepaskan. Hal ini 
disebabkan karena sebagian besar 
masyarakat menerima begitu saja 
kehendak para penguasa dan 
pengusaha. Padahal tanah, hutan dan 
rimba bagi sebagian besar masyarakat 
pedalaman Riau adalah sebagai 
sumber mata pencaharian mereka. Di 
tanah, hutan dan rimba warisan 
nenek moyang itulah mereka 
bercocok tanam, mencari kayu bakar, 
menperoleh kayu untuk dibuat 
perabotan rumah tangga, 
mendapatkan rotan untuk berbagai 
bentuk kerajinan tangan.   
Kutipan di atas juga sebagai 
upaya untuk menyadarkan pembaca 
terutama masyarakat Riau, bahwa 
kondisi alam dan lingkungan di bumi 
Lancang Kuning semakin 
memprihatinkan. Alam dan 
lingkungannya telah tercemar oleh 
limbah pabrik perusahaan 
perkebunan. Hal ini tentu merugikan 
anak cucu dan generasi yang akan 
datang.  
Kutipan tersebut secara tidak 
langsung juga mengkritik pemerintah 
dan perusahaan perkebunan yang 
beroperasi di Riau. Keberadaan 
perusahaan perkebunanlah yang telah  
merusak alam dan lingkungan di 
bumi Riau. 
Daerah Riau menurut Yuliani 
(2011:2) memiliki hutan dan lahan 
yang sangat potensial untuk 
mengembangkan sektor-sektor 
perkebunan, pertanian, pemukiman, 
dan kehutanan. Menurut Peraturan 
Daerah nomor 10 tahun 1994 tentang 
Tata Ruang Provinsi Riau, dari luas 
hutan Riau yang ada, 9,5 juta hektare 
(Ha), seluas 1,9 juta Ha dicadangkan 
sebagai kawasan hutan lindung dan 
4,9 juta Ha direncanakan sebagai 
kawasan budidaya nonkehutanan 
serta sisanya 2,7 juta Ha diplot 
sebagai areal pengembangan 
kehutanan. Berdasarkan potensi 
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Provinsi Riau tahun 2008-2009, milik 
Departeman Kehutanan dan 
Perkebunan (Dephutbun) wilayah 
daratan Riau telah terbagi-bagi 
menjadi Hak Penguasaan Hutan 
(HPH), jumlahnya 3.481.868 Ha, 
Hutan Tanaman Industri (HTI) 
1.621.693 Ha, maka lahan yang tersisa 
di Riau hanya tinggal 3.035.837 Ha. 
Sebagian besar masyarakat 
tergiur menjual tanah mereka karena 
mendengar uang ganti rugi yang akan 
mereka terima. Mereka begitu saja 
melepaskan tanah dan kampung yang 
telah sekian lama mereka urus, 
mereka tanami, dan mereka tempati. 
Sebagian besar masyarakat tidak 
berpikir jauh ke depan. Bahwa tanah 
yang mereka miliki adalah aset masa 
depan mereka dan anak cucu 
mendatang. Kutipan di bawah ini 
menunjukkan sikap masyarakat yang 
begitu mudah menjual tanah-tanah 
mereka. 
  
Ternyata inilah yang jadi pangkal 
timbulnya sengketa antara rakyat 
petani dengan pemilik hak atas 
hutan yang dijadikan areal 
perkebunan kelapa sawit. Rakyat 
menganggap daerah itu termasuk 
hutan tanah ulayat menurut 
hukum adat setempat. Tetapi 
pemerintah menganggap di 
daerah ini tidak ada tanah ulayat 
tersebut  (Judin, 2014:593). 
 
Hal seperti yang diungkapkan Sy 
Bahri Judin dalam cerpennya 
“Sengketa Tanah Ulayat” memang 
banyak ditemukan pada masyarakat 
Melayu di Riau. Tanah yang selama 
ini diurus oleh masyarakat, ditanami, 
disiangi, dan diambil hasilnya secara 
turun temurun, sehingga tanah dan 
hutan tersebut telah dianggap sebagai 
tanah dan hutan ulayat bagi 
masyarakat setempat. Akan tetapi, 
pemerintah beranggapan sebaliknya. 
Pemerintah tidak mengakui tanah dan 
hutan ulayat masyarakat setempat 
sebagai tanah ulayat, sehingga 
pemerintah dengan leluasa 
melepaskan tanah dan hutan tersebut 
menjadi HPH dan HTI kepada 
perusahaan-perusahaan swasta.  
Padahal itulah tanah leluhur 
mereka. Tanah tempat mereka 
menggantungkan hidup. Tanah yang 
seharusnya mereka berikan turun 
temurun kepada anak cucu mereka. 
Akan tetapi, tanah tersebut harus 
berpindah tangan kepada pemilik 
perusahaan-perusahaan kayu dan 
sawit yang beroperasi di daerah ini. 
Mereka sudah tidak memiliki apa-apa 
lagi. Masyarakat kehilangan harta 
pusaka peninggalan nenek moyang 
mereka.  
 
“Ke mana kami mengadu dalam 
keadaan seperti ini?” Katanya 
padaku. “Kami tak mau dianggap 
sebagai pencuri, melakukan 
kejahatan di atas tanah nenek 
moyang kami yang kami garap 
dengan titik peluh kami sendiri. 
Kami diajar sejak kecil melalui 
pendidikan agama di surau-surau 
tahu mana yang hak dan mana 
yang bukan….” (Judin, 2014:594). 
 
Dari kutipan di atas terlihat jika 
masyarakat memang telah memiliki 
tanah tersebut dari zaman nenek 
moyang mereka. Tanah yang mereka 
garap selama ini adalah tanah yang 
mereka dapatkan secara turun 
temurun. Apa yang dialami oleh 
masyarakat di dalam cerpen “Tanah 
Ulayat”, sama persis dengan yang 
dialami oleh masyarakat suku Melayu 
Domo di kecamatan Puak Kuantan, 
Kabupaten Kuansing, Riau. Sebuah 
perusahaan kayu (pemilik konsesi 
kayu dan mengoperasikan lahan 
kehutanan yang berbasis di 
Pekanbaru) dianggap telah 
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menyerobot tanah ulayat masyarakat 
suku Domo seluas 5.000 hektare. 
Penyerobotan ini telah berlangsung 
sejak tahun 1997 lalu. Tanah ulayat 
masyarakat Domo tersebut telah 
menjadi perkebunan aksia (Harian 
Umum, 2017). 
Pengambilalihan tanah dan lahan 
masyarakat oleh perusahaan-
perusahaan kayu dan perkebunan di 
Riau menurut Sumanda (2003) 
berawal dari kebijakan pemerintah 
yang melakukan politik konvensi 
dengan memberikan peluang yang 
sangat besar terhadap pengusaha 
untuk melakukan konversi hutan 
menjadi perkebunan monokultur 
skala besar seperti perkebunan kelapa 
sawit maupun kebun kayu (HTI). 
Data Dinas Kehutan Riau pada tahun 
2001, ada sekitar 56 konsesi HPH 
yang melakukan pembalakan di 
Sembilan juta hektar lebih hutan Riau. 
Pembakaran ini menyebabkan 
degradasi hutan Riau sebanyak 34% 
setiap tahunnya. 
Masyarakat juga tidak tahu 
bagaimana cara mempertahankan 
tanah ulayat mereka. Masyarakat 
tidak tahu ke mana harus 
mengadukan persoalan yang mereka 
hadapi. Sengketa tanah dan hutan 
ulayat milik masyarakat dengan 
pihak perusahaan selalu terjadi setiap 
perusahaan akan membuka lahan 
baru untuk lahan akasia ataupun 
kelapa sawit. Masyarakat yang 
merasa tanah dan hutan tersebut 
adalah milik mereka, tentu ingin 
mempertahankan tanah dan hutan 
tersebut dengan sekuat tenaga. 
Seperti dapat dilihat dari kutipan di 
bawah ini. 
 
 “Pagi itu, hari Jumat kami tidak 
ke kebun. Kira-kira pukul 
sembilan seorang anggota 
kelompok kami memberitahukan, 
ia melihat iring-iringan alat berat 
dari perusahaan perkebunan 
sawit telah bergerak menuju ke 
lokasi kebun kami. Sebelumnya 
telah terdengar juga kabar angin 
bahwa daerah itu akan digeledor, 
sebab termasuk ke dalam areal 
perkebunan sawit. Sedang kita 
tahu sejak dulu, daerah itu 
termasuk ulayat penghulu. Di 
bawah pimpinan Buasan, kami 
telah sepakat untuk tetap 
mempertahankan hak kami itu.” 
(Judin, 2014:594) 
 
Dari kutipan di atas terlihat jika 
Judin ingin menggambarkan kondisi 
masyarakat Melayu Riau ketika tanah 
ulayat mereka diambil alih oleh 
perusahaan perkebunan. Masyarakat 
selalu berusaha untuk 
mempertahankan tanah yang telah 
menjadi milik mereka turun temurun 
dari zaman nenek moyang mereka. 
Penggambaran Judin terhadap situasi 
di sebuah kampung Melayu di Riau 
tersebut sama persis dengan yang 
dialami oleh masyarakat suku Domo 
di Kabupaten Kuansing seperti yang 
terdapat di kutipan sebelumnya 
(Tribun, 2015). 
Hal ini kembali menjadi bukti 
bahwa Judin juga sama seperti halnya 
M. Badri, memberikan respon 
terhadap apa yang terjadi di dalam 
masyarakat dengan karya mereka. 
Seperti yang diungkapkan oleh 
Damono (Nurcahyani, 2014:156) 
bahwa tugas sosiologi sastra adalah 
menghubungkan pengalaman tokoh-
tokoh khayali dan situasi ciptaan 
pengarang itu dengan keadaan 
sejarah dan asal usulnya, karena 
karya sastra adalah hasil olah batin 
dan pikiran pengarang sebagai 
anggota masyarakat dalam merespon 
sesuatu yang ia saksikan, dengar dan 
rasakan di masyarakatnya. 
 Seperti juga halnya dengan 
keinginan masyarakat untuk 
METASASTRA 
Jurnal Penelitian Sastra, Vol. 11, No. 1, Juni 2018: 57—72 
68 
 
mempertahankan tanah dan hutan 
ulayat tersebut sering menimbulkan 
konflik fisik antara masyarakat dan 
pihak perusahaan. Seperti dapat 
dilihat pada kutipan di bawah ini. 
 
“Pada hari itu dengan senjata apa 
adanya kami beramai-ramai 
menghadap iringan alat-alat berat 
itu. Rupanya di belakang iringan 
itu ada orang-orang tertentu yang 
mengawalnya!” 
“Kalian mencederainya?” 
“Mana mungkin. Senjata kami 
hanya parang dan tombak. 
Buasan mendahului, jauh 
terpisah dari kami. Tiba-tiba kami 
mendengar letusan!” 
“Berapa kali?” 
“Banyak. Tak kami hitung. Kami 
kira hanya untuk menggertak 
menakuti-nakuti kami. Karena itu 
kami maju terus. Tapi setelah tiba 
di tempat, kami temui Buasan 
telah meninggal. Dadanya 
robek.” (Judin, 2014:594)  
 
Dari kutipan di atas terlihat 
konflik antara masyarakat dan pihak 
perusahaan menimbulkan korban 
jiwa. Masyarakat biasanya hanya 
menggunakan senjata sederhana 
dalam melawan pihak perusahaan. 
Sementara pihak perusahaan biasanya 
selalu membawa aparat hukum yang 
memiliki peralatan lengkap. Pihak 
perusahaan biasanya juga memiliki 
surat izin resmi atas kepemilikan 
tanah dan hutan tersebut, sehingga 
ketika ada masyarakat yang 
menghalangi pihak perusahaan, 
perusahaan tidak segan-segan 
melakukan tindak kekerasan kepada 
masyarakat. 
Pada dasarnya izin yang 
diberikan pemerintah terhadap 
perusahaan-perusahaan tersebut 
untuk dikelola adalah lahan hutan, 
bukan tanah ulayat masyarakat. Akan 
tetapi, perusahaan-perusahaan 
tersebut selain memanfaatkan hutan 
yang terdapat di Riau ternyata juga 
mengambil alih tanah ulayat 
masyarakat setempat. Hal inilah yang 
mengakibatkan terjadinya konflik 
antara masyarakat dengan pihak 
perusahaan. 
UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 
1960 juga telah menjelaskan dengan 
bahwa eksistensi tanah ulayat dapat 
diterima negara sepanjang 
masyarakat dan suku adat masih ada 
(Umum, 2017). Hal ini berarti bahwa 
selama tanah ulayat tersebut masih 
digunakan dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat maka selama itu pula 
tanah tersebut adalah milik 
masyarakat. Perusahaan tidak 
memiliki kewenangan untuk 
mengambil alih tanah ulayat itu dari 
masyarakat setempat. 
Cerpen “Bulan Kabut” karya M. 
Badri lebih bercerita pada kondisi 
alam dan lingkungan di pedalaman 
Riau. Cerpen ini menggambarkan 
kondisi hutan dan belantara yang ada 
di Riau. Dengan jelas terlihat suasana 
ketika kebakaran hutan terjadi di 
kampung Rimba Melintang. Kobaran 
api, asap akibat kebakaran hutan, 
harimau yang letih dan kehilangan 
sifat garangnya karena kelelahan dan 
kehilangan tempat tinggal.  
Cerpen tersebut bercerita tentang 
bencana yang selalu terjadi di Riau 
setiap musim kemarau tiba. Bencana 
kebakaran dan kabut asap telah 
menjadi siklus tahunan yang selalu 
melanda Riau. Dampak dari 
kebakaran hutan tersebut diceritakan 
dengan apa adanya. Hutan yang telah 
menjadi abu, hewan yang berangsur-
angsur punah, kabut asap yang 
mengganggu penerbangan, dan 
penduduk yang terkena penyakit 
pernapasan. 
Sementara cerpen “Sengketa 
Tanah Ulayat” karya Sy Bahri Judin 
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lebih banyak bercerita tentang kondisi 
masyarakat ketika tanah-tanah 
mereka akan diambil alih oleh 
perusahaan-perusahaan kayu dan 
kelapa sawit. Betapa orang-orang 
yang ingin mempertahankan tanah 
pusaka mereka, tanah yang harus 
mereka wariskan turun temurun 
kepada anak cucu mereka, akhirnya 
harus berpindah tangan kepada para 
pemilik perusahaan. Hal ini terjadi 
karena perusahaan biasanya memiliki 
surat dan izin resmi dari pemerintah 
untuk mengelola tanah dan hutan 
tersebut sebagai HPH dan HTI. 
Kebakaran hutan selain dapat 
menyebabkan kerugian ekonomi, 
kerusakan plasma nutfah dan 
permukaan tanah, serta mengganggu 
kesehatan, juga dapat merusak citra 
Indonesia di mata dunia 
internasional. Hal ini karena dampak 
kabut asap yang terjadi akibat 
kebakaran hutan juga ikut dirasakan 
oleh sejumlah negara tetangga. Selain 
itu, hutan Indonesia yang menjadi 
salah satu paru-paru dunia, jika 
hutannya makin rusak dan 
berkurang, akan berdampak buruk 
terhadap iklim dan cuaca di bumi. 
Perubahan iklim ini akan dirasakan 
oleh seluruh negara yang ada di 
dunia. 
Kedua cerpen tersebut mencoba 
mengetuk hati dan pikiran pembaca 
atas apa yang terjadi di bumi Melayu. 
Kondisi hutan yang makin parah, luas 
hutan yang makin berkurang setiap 
tahunnya, akan menjadi bencana bagi 
masyarakat Melayu sekaligus 
masyarakat dunia, karena ini 
menyangkut ekosistem yang rusak. 
Keberadaan tanah ulayat yang makin 
hari juga makin berkurang luasnya 
karena telah diambil alih oleh 
perusahaan perkebunan merupakan 
petaka bagi masyarakat Melayu 
hingga ke anak cucunya kelak. 
 Selain itu, kedua cerpen karya 
penyair Riau ini juga ingin 
menyampaikan kritik terhadap 
pemerintah yang memberikan izin 
kepemilikan tanah dan hutan kepada 
perusahaan-perusahaan yang ada di 
Riau tanpa memikirkan kelangsungan 
hidup hayati yang ada di hutan dan 
di tanah ulayat. Melalui karyanya, 
kedua penulis cerpen ini juga ingin 
menyampaikan kritik terhadap 
perusahaan-perusahaan perkebunan 
yang beroperasi di Riau, agar tidak 
melakukan pembakaran hutan untuk 
membuka lahan baru di bumi Melayu 
Riau. Selain itu, pengarang juga ingin 
menyampaikan protes terhadap 
pemerintah dan pemilik perusahaan 
perkebunan yang mengambil tanah 
ulayat milik masyarakat Melayu Riau 
dengan dalih izin HPH dan HTI. 
 
4. SIMPULAN 
Kedua cerpen “Bulan Kabut” 
karya M. Badri dan “Sengketa Tanah 
Ulayat” karya Sy Bahri Judin 
menggambarkan situasi dan kondisi 
yang dialami oleh masyarakat Melayu 
di Riau puluhan tahun belakangan 
ini. Hutan di Riau habis dibabat dan 
dibakar. Cerpen “Bulan Kabut” karya 
M. Badri lebih cenderung 
menggambarkan kondisi hutan Riau 
yang terbakar, suasana ketika 
kebakaran hutan sedang terjadi, 
bencana kabut asap, dampaknya pada 
masyarakat baik menyangkut 
kesehatan maupun masalah 
penerbangan.  
Cerpen ini menggambarkan 
situasi dan kondisi kebakaran hutan 
tersebut dengan begitu jelas. Selain 
dampak kebakaran hutan terhadap 
masyarakat setempat, M. Badri juga 
menggambarkan kondisi hewan yang 
kehilangan tempat tinggal dan tempat 
mencari makannya. Kondisi hewan 
tersebut, yakni harimau yang 
digambarkan dalam cerpen “Bulan 
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Kabut” terlihat begitu menyedihkan 
dan memprihatinkan. Gambaran M. 
Badri terhadap kebakaran hutan di 
Riau dan bencana asapnya benar-
benar menggambarkan kondisi 
kebakaran hutan di Riau dengan apa 
adanya. Bisa dikatakan cerpen ini 
syarat dengan fakta-fakta yang ada di 
Riau. 
Sementara cerpen “Sengketa 
Tanah Ulayat” karya Sy Bahri Judin 
lebih menggambarkan situasi dan 
kondisi masyarakat ketika tanah 
ulayat mereka diambil alih oleh 
perusahaan-perusahaan kayu dan 
perkebunan yang beroperasi di Riau. 
Konflik yang terjadi antara 
masyarakat dan perusahaan di dalam 
cerpen tersebut sama dengan yang 
dialami oleh sebagian besar 
masyarakat pedalaman Riau yang 
tanahnya diambil alih oleh 
perusahaan-perusahaan kayu dan 
perkebunan. 
Dari hasil pembahasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa cerpen 
“Bulan Kabut” dan “Sengketa Tanah 
Ulayat” merupakan protes terhadap 
pemerintah dan perusahaan-
perusahaan yang memiliki 
kepentingan di Riau. Pemerintah dan 
perusahaan-perusahaan tersebut 
dianggap menjadi penyebab 
terjadinya kebakaran hutan di Riau. 
Kedua cerpen tersebut memberikan 
kritik terhadap kondisi masayarakat 
Riau yang harus kehilangan tanah 
ulayat mereka karena izin dari 
pemerintah kepada perusahaan 
perkebunan untuk mengelola hutan 
dan tanah ulayat masyarakat Riau.  
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